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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/ s1 /KEP/412.013/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3

huruf a dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pembentukan
Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bojonegoro;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;



Menetapkan

KESATU
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bojonegoro;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Laporan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  Kabupaten  Bojonegoro  dengan  susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati

1.
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KETIGA
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Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas:

a. menghimpun, menginventarisir dan menganalisa
laporan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);

b. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

c. Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
Jawab kepada Bupati Bojonegoro.

Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

telah melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan

Desember Tahun 2020.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan

tugas Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bojonegoro.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan

Bupati Bojonegoro Nomor : 188/31/KEP/412.13/2018

tentang Tim  Penyusun Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Feppruari 2021
BUPATI BOJONEGORO,
: Keputusan Bupati ini disampaikan ANNA MU'AWANAH
kepada :

. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
i. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;

. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
. Inspektur Kab. Bojonegoro;

Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan

. Anggota  Tim Penyusun yang

bersangkutan.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR  : 188/ 51£KEP,H412.U13;2{J21
_TANGGAL : 6 FPEBRUARI 2021

TIM PENYUSUN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO
‘NO nALAN T JABATAN DALAM KEDINASAN
Pengarah Bupati Bojonegoro.
Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. | Wakil Ketua [ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekda Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Ketua 11 Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Ketua III Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bojonegoro. :
6. | Sekretaris Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten
Bojonegoro. 'i
7. | Anggota: a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Bojonegoro;

b. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;

c. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten
Bojonegoro;

d. Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi
Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Bojonegoro;

€. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan yang
membidangi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan

f. 3 (tiga) orang Staf pada Bagian Pemerintahan

Setda Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

Jarrn—

ANNA MU'AWANAH



